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ABSTRAK

Harni Muda, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada
Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang
Kabupaten Polewali Mandar) (dibimbing oleh Andi Bahri S. dan M. Ali Rusdi).

Skripsi ini membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap
pemberian upah kepada pekerja penanam padi yang ada di Desa Batentangnga. Objek
penelitian ini adalah sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi analisis
hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem
pemberian upah kepada pekerja penanam padi dan bagaimana analisis hukum
ekonomi syariah terhadap sistem pemberian upah yang diberikan kepada pekerja
penanam padi.

Jenis Penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif
kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif dengan
tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan tehnik analisis data yaitu mengidentifikasi data, penyajian data dan
penarikan keimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian upah kepada pekerja
penanam padi adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan uang
tunai, upah yang diberikan oleh pemilik sawah akan diserahkan kepada kepala
kelompok untuk disimpan dan akan diserahkan kepada pekerja ketika musim tanam
padi telah selesai. Sistem upah ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa
Batetangnga sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah terhadap sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi termasuk
dalam ‘urf al-‘amali, dimana sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang
sehingga menjadi kebiasaan di Desa Batetangnga yang sedikit banyaknya sudah
memberikan manfaat bagi petani dan sistem pemberian upah yang diberikan kepada
pekerja penanam padi sudah sesuai dengan hukum Islam di Desa Batetangnga.

Kata Kunci: Sistem Pemberian Upah Pekerja, Hukum Ekonomi Syariah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat
pada halaman berikut :

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba b be
< Ta t te
& Tha t te dan ha
z Jim j Je
C Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha kh ka dan ha
g Dal d de
8 Dhal dh de dan ha
[ Ra r er
B Zai z zet
o Sin s es
g Syin sy es dan ye
U Shad 3 es (dengan titik di bawah)
Ua Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
p Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik ke atas
'& Gain g ge

Xiii



Fa f ef

—a

a3 Qaf q q

| Kaf k ka

J Lam I el

N Mim m em

O Nun n en

5 Wau w we

A Ha h ha

s Hamzah ¢ apostrof
s Ya y ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang
lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah a A
J Kasrah i |
i Dammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fii‘i’i?‘(,.,r fathahdanyd’ A adani
Sy fathahdan wau Au adanu

Xiv



Contoh : <&X

kaifa
Jd3: haula
3. Maddah

Maddahatau vocal panjang yang lambangnya

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

berupa harakat dan

Harakat dan Nama Huruf dan

Huruf Tanda

Nama

& | L fathahdanalif dan ya’ A

a dan garis di atas

Cies kasrahdanyad’ |

i dan garis di atas

S 2

oy dammahdanwau U

u dan garis di atas

Contoh :

s : mata

=y . rama
Js gila

yamdtu

2

C'_ij/a.j

4. Ta’Marbutah

Transliterasi untukza’ marbutah ada dua, yaitu:

huruf,

1.  ta’ marbutahyang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t].

2. tamarbutahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbitah diikuti oleh kata yang

itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :
XV

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbitah



2

Saall Tday) . raudah al-jannah atau raudatuljannah

2

& aalady ) {:}3-’3;;:«::?::;15\ . al-madinah al-fadilahatau al-madinatulfadilah
53850 : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid(- -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

&7 . rabbana
G . najjaina
G &l - al-haqq
SHON : nu'ima
3 . ‘aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(’s -),

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (i).
HE : “‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

e ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf¥(alif lam
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah  dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh :
Craz S8 ¢ al-syamsu (bukanasy-syamsu)
ﬂ?dJl)M . al-zalzalah (bukanaz-zalzalah)
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5. 335:3&\ . al-falsafah

BLnJ) al-biladu
7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

al- u&f)é‘-’ : ta’muruna

: syai’un é.;;f;;.j_ﬂ\ : nau’

:umirtu ¢ (e

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (darial-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh.Contoh :

Fizilal al-qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafzla bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(4V)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

XVii



A dinuliah AL pillah
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh :
A 423 5 A ah 0 hum firahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:
WamaMuhammadunillarasdal
Inna awwalabaitinwudi’alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan
SyahruRamadan al-ladhiunzilafih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tust
Abd Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Mungizmin al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa
k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :
Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid
Abu)
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B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :
swt. : subhanahawata ’ala saw.

shallallghu ‘alaihiwasallam

a.s. : ‘alaihi al-sallam
H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

W. : Wafattahun

QS ..../....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR : Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:
Aada=
P = Ol s
prla = aluy e i s
L=dak
o= 80 G
& = e Al JAl
gz
Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu
dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: ed. : Editor (atau,
eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih
editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). et al. : “Dan lain-lain”

atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari etalia).

XiX



Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
(““dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. . Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan hak dasar

setiap warga sebagai warga negara yang harus didapatkan. Dalam implementasinya
tidak dapat dipungkiri lagi terdapat permasalahan dalam ketenagakerjaan salah
satunyamenyangkut pengupahan yang belum cukup adil dalam pembagiannya.
Permasalahan pengupahan ini timbul karena terdapat adanya kesenjangan yang
mendasar antara peraturan yang Yyang dicita-citakan dengan pelaksanaanya
dalammasyarakat,atau terdapat kesenjangan antara dasollen dandassein.

Seperti yang kita ketahui, permasalahan tenaga kerja di Indonesia sangatlah
beragam dan kompleks yang sebagian kecil diantaranya meliputi masalah
pengupahan.Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau
peraturan perundangan-undangan. Hak pekerja dalam bentuk upah ini adalah sebagai
imbalan dalam bentuk uang dari pemberi kerja yang dibayarkan. Upah ini merupakan
salah satu sarana yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan
dari para pekerja itu sendiri.Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah jaza’
(balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya

surah An-Nahl (16): 97.

! Heidjrahman dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, Yogyakarta, BPFE, 2005, h.22
1
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Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam
keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl (16): 97)2

Kata “walanajziyannahum” pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa
bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun
di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau
imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan
imbalan di dunia dan di akhirat.Sedangkan kata “amal sholeh” mempunyai arti segala
perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara
keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal, Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karenanya
dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk
bekerja baik di perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal
sholehsebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, serta masyarakat banyak selama
tidak bertentangan dengan ketentuan syara 3
Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan

ekonomi (mu amalah) secara umum, terutama prinsip keadilan (al-‘adl) dan prinsip

? Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 278

3Puput Yoga Kurnia Putra and Anak Agung Ketut Sukranatha, ”Implementasi Pengaturan
Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. RAKA BALI” Jurnal Kertha
Semaya, no. 3 (2020), h. 237
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moralitas (al-akhlak). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak
hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis.Keadilan
dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari
moralitas, didasarkan pada nila-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan
manusia terhadap nila-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.Ini berimplikasi
bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral
yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jadi memenuhi hak pekerja merupakan
keadilan dalam Islam yang menghendaki tidak boleh ada seorang pekerja pun yang
telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya tidak mendapatkan upah yang adil,
dikurangi ataupun ditunda-tunda pembayarannya. Tidak diperbolehkan juga
mengeksploitasi kebutuhan pokok pekerja dengan jalan membeli jerih payah dan
cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi
dan menghilangkan rasa lapar.Sedangkan jumlah upah yang harus diterima pekerja
tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak
diperkenankan adanya usaha eksploitasi bagi pihak yang kuat dalam akad terhadap

pihak yang lemah.’

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari’ah
bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada
ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah
yang adil ke dalam dunia kerja. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus
menindas pihak manapun, tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah
ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap
pihak manapun.Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan

Kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.Penganiayaan terhadap para

* Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif IslamBisnis, no. 2 (2017), h.
265.
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pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas
bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka.*

Seperti kasus yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar ini dilihat dari tidak efektif dalam pemberian upah kepada para
pekerja penanam padi dimana mereka mendapatkan upah yang sama atau merata, hal
ini yang membuat ada sebaian pekerja yang merasa keberatan dengan hal itu karena
upah yang diberikan tetaplah merata padahal dalam pekerjaan yang dilakukan tidak
sama atau dalam artian ada yang cepat ada yang lambat dalam pengerjaan dan masalah
lainya yaitu ada yang terlambat datang dan ada yang tepat waktu di lokasi atau sesuai
waktu Kkerja yang telah ditetapkan dalam pekerjaan mereka yaitu harus berada di
lokasi pada jam 07:00 dan istirahat pada jam 11:00 dan akan dilajutkan pada jam
13:00 dan selesai pada jam 16:00, hal ini yang membuat perlu adanya penelitian ini
melihat masalah yang tersebut. Dan kita juga perlu tauh bahwa memperoleh pekerjaan
serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwasanyamerupakan hak dari tiap
warga negara, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi warga negara.Seperti yang
telah dijabarkan diatas juga berkaitan dengan upaya keadilan bagi pekerja yang
bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh.

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas atas pertimbagan-pertimbagan yang
ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi

Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar).

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, adapun sub masalah adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi di Desa

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

* Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Az
Zarga, no. 2 (2017), h. 184.



2. Bagaimana sistem upah kepada pekerja dalam Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah kepada
pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten

Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini

antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi di
Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

2. Untuk mengetahui sistem upah kepada pekerja dalam ekonomi syariah.

3. Untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah kepada
pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten

Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dari hasil diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian selanjutnya
khususnya pada bidang sistem upah tanam padi dan masalah upah dan dapat
memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian yang

akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi
petani dan orang laindalam menentukan sistem pemberian upah buruh yang

adil untuk para pekerja.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh
karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiaris sambil menegaskan titik
perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini
sebelumnya telah dijelaskan perkembagan beberapa skripsi dan karya berkaitan
dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang terkait terhadap

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Rismayanti, Universitas
Muhammadiyah Magelang dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Upah Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten
Magelang, Tahun 2018. Penelitian Aprilia Rismayanti dilakukan di Desa Pagersari
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sedangkan lokasi yang akan diteliti
yaitudi Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam
tulisanya penulis memfokuskan pada bagaimana analisis Hukum Islam terhadap
praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten
Magelang. Terdapat persamaan mengenai masalah  praktik upah. Perbedaan
penelitian ini adalah pada penelitian Aprilia Rismayanti lebih memfokuskan pada
praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum Islam dalam perspektif akad,

pembagian dan prinsip pengupahan sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada upah



pekerjapenanam padi yang terletak di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Kabupaten Polewali Mandar.”

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herni, Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Sistem Upah Tanam Padi Di Desa
Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Kajian

Atas Praktik Figh Syafi’iyah), Tahun 2021. Penelitian Herni dilakukan di Desa
Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sedangkan lokasi
yang akan diteliti yaitu di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali
Mandar. Dalam tulisanya penulis memfokuskan Pada bagaimana sistem upah tanam
padi di Desa Rantau Api Kecamata Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Kajian Atas Praktik Figh Syafi’iyah.Terdapat persamaan mengenai masalah upah
tanam padi. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Herni lebih memfokuskan pada
ketidakjelasan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah terhadap buruh tani
baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk padi sedangkan peneliti lebih
memfokuskan pada upah pekerja penanam padi dalam bentuk uang di Desa

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.®

Ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktik Upah Pekerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyoh Kecamatan

> Aprilia Rismayanti, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Di
Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, (Universitas Muhammadiyah
Magelang,2018),

® Herni, Sistem Upah Tanam Padi Di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi Kajian Atas Praktik Figh Syafi’iyah, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi,2021).



Banjit Kabupaten Way Kanan), Tahun 2019.Penelitian Siti Maesaroh dilakukan di
Kampung Argomulyoh Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sedangkan lokasi
yang akan diteliti yaitu di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali
Mandar. Dalam tulisanya penulis memfokuskan pada Tinjuan hukum Islam terhadap
praktik upah pekerja buruh cangkul.Terdapat persamaan mengenai masalah upah
kerja buruh.Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Siti Maesaroh lebih
memfokuskan pada upah kerja buruh cangkul sedangkan peneliti lebih memfokuskan
pada upah pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Kabupaten Polewali Mandar.’

Keempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE dengan judul Sistem Upah Buruh Pabrik
Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab.Sidrap), tahun
2019.Penelitian Nur Qiswah dilakukan di Baranti Kab.Sidrap sedangkan lokasi yang
akan diteliti di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam tulisanya penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah lebih memfokuskan
masalah upah buruh pabrik gabah, terdapat persamaan mengenai sama-sama
membahas masalah upah kerja buruh.Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Nur
Qiswah lebih memfokuskan masalah upah buruh pabrik padi sedangkan peneliti lebih
memfokuskan pada masalah upah pekerja penanam padi di Desa Batetangnga

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.®

7 Siti Maesaroh, Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Studi di
Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, (Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung, 2019).

® Nur Qiswah, Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah perspektif Etika Bisnis Islam Studi di
Baranti Kab. Sidrap, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN )JPAREPARE, 2019).



Beberapa tinjauan relevan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan terdapat
kecenderungan kepada masalah pengupahan. Dan penelitian ini juga membahas
masalah upah namun lebih spesifik yaitu mengarah pada masalah upah pekerja
penanam padi di Desa Batetangnga yang belum diungkapkan dalam studi-studi yang
ada, padahal terdapat masalah pengupahan yang terjadi dalam pekerjaan tersebut.
Maka penelitian ini menjadi penting sebagai nilai kebaruan dalam kajian hukum

ekonomi syariah.’

B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Upah

a. Pengertian Upah

Kata al-ljarah dalam bahasa Arab berarti memberi upah, mengganjar.Secara
bahasa ljarah berarti jual beli manfaat. Ada juga yang mnerjemahkan, ljarah sebagai
jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga
menerjemahkan sewa-menyewah, yakni mengambil manfaat dari barang. Dalam
dfinisi lain Ujarah (upah) menurut bahasa, adalah al-itsabah (memberi upah).
Misalnya aajartuhu, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah.
Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa’atan dengan syarat ada

imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi Ujarah disebutkan secara jelas.

Menurut Sayyid Sabiq, akad ljarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil
manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakekatnya ijarah adalah penjualan manfaat.
Menurut istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan ljarah ialah transaksi terhadap

suatu manfaat dengan imbalan.Kalau menurut ulama Syafi’iyah Ijarah ialah transaksi

° Adhitia Pahlawan Putra, Andi Bahri S, Respons Pemerintah dan pengusaha lokal dalam
menangani masalah “Zero-dollar tourist” cina di bali, ( Journal of bali studies), h. 325
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terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan
dengan imbalan tertentu, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah ljarah
ialah: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu
imbalan. Dari definisi-definisi ljarah tersebut dapat dipahami bahwa ijarah

sebenarnya adalah transaksi atas suatu manfaat.

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua :pertama, upah yang telah
disebutkan (ajrun musamma), dan kedua, upah yang sepadan (ajrul mitsli). Upah
yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai
kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrul mitsli)
adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi
pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat)

kerjanya.'

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada
penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan,
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan

atau perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima Kkerja.

Ada beberapa pengertian tentang upah yaitu:

1. Menurut Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima buruh
selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.

2. Menurut G. Reynold, upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja,
pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan

hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu.

'% Siswandi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat
Dan Keadilan, (Jurnal Ummul Qura, 2014), h. 105.
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3. Menurut Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pemberi kerja. Upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa
yang telah atau akan dilakukan.

Dari beberapa pengertian upah di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pendapat
memiliki penekanan yang berbeda. Meskipun ada kesamaan maksud, yang
menganggap bahwa upah merupakan penghasilan tenaga kerja dalam bentuk uang
atau yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Upah yang diterima merupakan hak atas
hasil kerjanya, bukan pemberian sebagai hadiah dari pemberi kerja. Kedudukan upah
merupakan bagian terpenting dari suatu hubungan kerja, karena merupakan
pendapatan atau penghasilan untuk menunjang kesejahteraan tenaga kerja dan

keluarganya.™*

Pengertian upah menurut Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000,

Bab I, pasal 1, Ayat 30:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan 12

"' Arrista Trimaya, Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, (Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi
Perundangundangan Sekretariat Jenderal DPR Rl Kompleks DPR MPR RI JL.Gatot Subroto Senayan
Jaka, 2014), hal. 11

'2'Yono, Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi, (Universitas Ibnu Khaldun,
Indonesia, 2021), hal. 122



12

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya secara layak, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan
kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat (2)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”

Pada pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menetapkan:

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
2) Sertiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*®

Sistem pengupahan, digolongkan berdasarkan waktu, kesatuan hasil atau berdasarkan
premi atau borongan. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada
tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh
upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.

b. Dasar Penetapan Upah

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam
peraturan kerja, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuhan. Ada
kemungkinan bahwa dalam perjanjian atau peraturan tidak terdapat ketentuan
mengenai upah itu. Dalam hal demikian itu, pekerja berhak atas upah yang biasa pada
waktunya. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari’ah

bukanlah pekerjaan mudah. Kompleksitas permasalahannya adalah terletak pada

B Yetniwati, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, (Universitas Jambi
Mendola Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122, 2017), h. 83.
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ukuran apa yang akan dipergunakan dalam membantu mentransformasikan konsep
upah yang adil ke dalam dunia kerja. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa
harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil
kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan
dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak
manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya
tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja
berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian
yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan
penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja
melebihi dari kemampuan mereka.'

Al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sultaniyyah berpendapat bahwa dasar
penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat
menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis muslim menyetujui ini.
Al-Maliki mengatakan bahwa orang-orang kapitalis memberikan upah kepada
seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah
apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum.
Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidup bertambah pada batas
paling minimum. Sebaliknya, akan menguranginya apabila beban hidup berkurang,
sehingga menurut mereka upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa
memperhatikan jasa atau manfaat tenaga yang diberikan. Upah yang adil sebenarnya
merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi

oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan

' Retnari Dian Mudiastuti, Analisa Penetapan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Waktu
Standar di PT. Semen Tonasa, (Universitas Hasanuddin, 2016), h. 8
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alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang

diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan

ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui

pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur’an dan Hadis yang diwujudkan dalam

nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar penetapanupah adalah:

a.

b.

C.

Teori upah normal, oleh David Ricardo

Upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan
untuk mengkongkosi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan.

Teori undang-undang Upah Besi, oleh Lessale

Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan atau
pengusaha saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja pengusaha itu
akan mengatakan “Cuma itu kemampuan tanpa berpikir bagaimana susahnya
buruh itu.” Oleh karena itu, menurut teori itu, buruh harus berusaha
menentangnya (menurut teori upah itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan
hidup.

Teori dana upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori ini, pekerja atau karyawan tidak perlu menentang seperti yang
disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang
diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah
dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan
besar pula upah yang diterima karyawan, sebaliknya kalau dana itu berkurang

maka jumlah upah yang diterima karyawan pun akan berkurang.

¢. Rukun Dan Syarat Upah

a) Rukun Upah
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Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu
terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya
rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu
pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam,
unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad
hanyalah ijab dan gabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada
akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek
akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi“l hanya terletak dalam cara pandang

saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ljarah (upah) ada empat, yaitu:

1)

2)

Aqid (orang yang berakad),yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa
atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan
disebut mu jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan
yang menyewa sesuatu disebut mustajir. Karena begitu pentingnya
kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad,
maka golongan Syafi“iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang
melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya
sekedar mumayyiz saja.

Sigat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul- ,,aqd),
terdiri atas ijab dan gabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan gabul
dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan
dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan gabul
pada jual beli, hanya saja ijab dan gabul dalam ijarah harus menyebutkan

masa atau waktu yang ditentukan.
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3) Upah (Ujrah),yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta“jir atas jasa yang

telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu"jir. Dengan syarat

hendaknya:

a)

b)

d)

Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan
upah yang belum diketahui.

Pegawai Khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari
pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua
kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang
disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus
lengkap.Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek
sewa-menyewa.

Manfaat
Untuk mengontrak seorang musta “jir harus ditentukan bentuk kerjanya,

waktu, upah serta tenaganya.Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus

Syarat Upah (Ujrah).

b) Syarat upah (ujrah)

Syarat ujrah adalah sebagai berikut:

1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi
terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu
pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang
loyal terhadap kepentingan umum.

2) Upah harus berupa mal mutagawwim dan upah tersebut harus

dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan



3)

4)

5)
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kriteriakriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai
manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah
yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).
ljarah seperti ini menurut jumhur fugaha®, selain malikiyah tidak sah.
Fugaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang
ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat
kebiasaan.

Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu
pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang
tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah,
karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya:
memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa
bahan bangunan atau rumah.

Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis
sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang
dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena
persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban
mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan
tenaga seseorang tersebut.

Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas
dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak
jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak

tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat)
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terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan

penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.’®

d. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soalupah mengupah karena

dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu

diberikan. Beberapa cara mengenai sitem pembayaran upah, diantaranya:

a.

Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistempembayaran upah
menurut jangka waktu yang telahdiperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah
jam-jaman, perbulan,per-minggu, per-hari, dan per-jam.

Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang
didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara
menyeluruh sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah
yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang
yang dihasilkan.

Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang
pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya
akan dibagikan di antara mereka sendiri.

Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang
memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperolenh majikan
atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.

Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang
didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh

usaha yang bersangkutan.

' Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, (Politeknik Piksi Ganesa,

2018), h. 40.
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f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan
pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan,
yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.*®
Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah

dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:

a. Upah pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat
atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

b. Tunjangan tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan
yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan
bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan,
makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan
dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa
mengindahkan hadir atau tidaknyaburuh dan diberikan bersamaan dibayarnya
upah pokok.

c. Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh
dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah
pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.*’

e. Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam
Konsep upah menurut Ekonomi Islam, yang pertama adalah prinsip keadilan

dan kedua prinsip kelayakan.Mari kita lihat kedua prinsip ini menurut kaca mata

Ekonomi Islam.

'® Rahmat Hidayat, Pengaruh Pemberian Upah dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas
Tenaga Kerja PT Duta Trans Jaya Jakarta, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa, 2017), h. 13

7 Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,
(Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 187.
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a. Prinsip Adil. Al-Qur’an menegaskan
o T oxy 4 _ O - ’,E,}obé
¢ 5ol QOo@) s o shel)

Terjemahnya:

“Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”. (QS.
AlMaidah/5:8).

Hadis Nabi saw.“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya
kering, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan”.
(HR. Baihaqgi). Ayat Al-Qur’an dan Hadist riwayat Baihaqi di atas, dapat
diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan agad
(transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Akad dalam
perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.
Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah
yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan

tata cara pembayaran upah.*®

Khusus untuk cara pembayaran upah, Rasulullah saw bersabda: “Dari
Abdillah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah orang
sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani). Dalam
menjelaskan hadist ini, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan nilai
dan moral dalam perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut:
Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah
menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan
kesepakatannnya, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

'® Kementrian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 108
' Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cet, “Ke-1, Jakarta, Arjasa
Pratama, 2020, h. 4.
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yang haram. Namun, jika membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau
sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu
diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak disamakan
dengan kewajiban. Selama mendapatkan upah secara penuh, maka kewajiban
juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam
peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua
belah pihak. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik
merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian
juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja
karyawan yang diperolehnya. Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan

bekerja yang baik itu, biasanya dituangkan dalam buku Pedoman

Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan.®

b. Kelayakan (Kecukupan). Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi
serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaaanya, maka layak
berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari
segi pangan, sandang dan papan. Dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu
Dzar bahwa Rasulullah saw bersabda: “Mereka (para budak) adalah
saudaramu, Allah swt. menempatkan mereka di bawah asuhanmua. Sehingga
barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya
makan seperti apa yang dimakannya sendiri dan memberi pakaian seperti apa
yang dipakainya sendiri dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas
yang sangant berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu,

maka hendaklah membantu mereka mengerjakannya.” (HR. Muslim)Dapat

%% Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cet,” Ke-1, Lampung, Arjasa
Pratama, 2020, h. 12
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dijabarkan bahwa hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya
sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap
merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai
keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih dari 14 abad yang lalu
telah  disabdakan  Rasulullah saw. Konsep ini dipakai oleh
pengusahapengusaha arab pada masa lalu, dimana mereka seringkali
memperhatikan kehidupan karyawannya diluar lingkungan kerjanya.hal inilah
sangat jarang dilakukan saat ini. Upah menurut Islam sangat besar kaitannya
dengan konsep moral, upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi
(kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni

berdimensi akhirat.*

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah
a. Pengertian hukum ekonomi syariah
Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu
aturanaturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan
hidupnya dan disebut juga al-igtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan
manusia dengan sehemathematnya dan secermat-cermatnya.Secara istilah, pengertian
ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar
ekonomi Islam.Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani
“oikonomia” yang terdiri dari dua kata yaitu 0ikos yang berarti rumah tangga dan
nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah
tangga, yang dalam bahasa inggris disebut “economies”. Dalam perkembangan lebih

lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak

*! Hendy Herijanto, Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing,
(Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang 2016, h. 12.
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kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata
cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang
berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem
distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan
atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis
Islam vyaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu
ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum- hukum syariat aplikatif yang dimabil dari
dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara
membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah memperlajri perilaku
maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Qur’an, Al-Hadis, Qiyas
dan Jjma’ dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.?

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan
sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia
melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor
yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (leissez
faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa
ketidakseimbangan lingkungan.

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-maslah ekonomi masyarakat yang
dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga
menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial
melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan

karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah

?> Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah, Cet, Ke-2, Jakarta, Kencana Prenadamedia
Group, 2014,, h. 15



24

ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan,
pada ekonomi Islam pilihan

kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat
dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi
yangberdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah
Azza Wajalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wajalla dan memanfaatkan sarana
yang tidak lepas dari syari’at Allah swt.

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif
tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan
mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-
sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Dari penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas
atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distrubusi,

maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al-

Qur’an da Ass-Sunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai
kebahagian dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang
bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual
manusia. Problemproblem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam
ekonimi syariah, baik konsumen maupun prudusen bukanlah raja.Perilaku keduanya
harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang
telah ditetapkan oleh syariat Islam.
b. Sumber hukum ekonomi syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Al-Qur’anul Karim
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Al-Qur’an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum
ekonomi syariah yang Allah swt. turunkan kepada Rasul saw guna meperbaiki,
meluruskan dan mebimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-
Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah
satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatkan
kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah swt.
yang berbunyi:

Rl bl e (s DA 3 (g5 a1 Jaally 50l W )
}}S-f::» @ o 95 ul I3
O HEds 268l
Terjemahnya:

”Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran™?

2. Hadis dan sunnah
Setelah Al-Qur’an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang
mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-
Qur’an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.
3. jma’
[jma’ adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus
baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari Al-

Qur’an dan hadis.

4. ljtihad dan Qiyas

2 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 277



26

ljtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menumukan sedikit
banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat
yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.
5. Istihsan, Istislah Dan Istishab
Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang

lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.**

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi
Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi
sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., Sehingga tujuan usaha
bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan
pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt., dan kepuasan spiritual dan sosial.
Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada
manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan
dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah
kepada-Nya.

1. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam
mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya
didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan
pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip
keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam

penentuan harga, kualitas poduksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak

** Miftahul Ulum, Memahami dasar filosofi hukum ekonomi islam, (STAI Syaichona Moh.
Cholil Bangkalan,2017, h. 62
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yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan
keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-
Qur’an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk
menegakan keadilan.

. Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu
mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil
manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a)
Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia
dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut
terkumpul dalam magasid al-syari’ah,yaitu memelihara agama, jiwa,
keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat
karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat
dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna’ dan salam), wadi’ah,
musyarakah, ijarah, mudharabah, gardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah
sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi
tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang
muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna’. (c) Tahsiniyyat,
adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat
kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang
najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia
yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

. Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di
muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan
spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya

secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman
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hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah swt., yang
berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri
selama di dunia maupun di akhirat.

Amar Ma ruf Nahy Munkar, Amar Ma’ruf yaitu keharusan mempergunakan
prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar
direalisasi-kan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang
mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan,
proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of
develop-ment. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun
pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan
berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan
lingkungan.

Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip
ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi
untuk keber-hasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai
dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi
antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun
sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi
harus tegas, jelas, dan pasti baik barang mapun harga. Transaksi yang
merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus
memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka

sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
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8. Prinsip Kebaikan (lhsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi,
setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak,
baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

9. Pertanggungjawaban (al-Mas uliyah), prinsip ini meliputi pertanggung-
jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam
masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan
kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara
keseluruhan, serta tanggungjawab peme-rintah, tanggung jawab ini berkaitan
dengan pengelolaan keuang negara atau kas negara (bait al-maal) dan
kebijakan moneter serta fiskal.

10. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli
terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan
mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari
kekufuran.

11. Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i tidal), syariat Islam mengakui hak-hak
pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan
kepen-tingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui
kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat

produksi dan faktor produksi.?®

C. Kerangka Konseptual
Judul penelitian ini adalah “Analisis Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja

Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

%> Muhamad Kholid, Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang
perbankan syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, h.3
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Kabupaten Polewali Mandar)”.Judul tersebut mengandung unsure-unsur pokok yang
perlu dibatasi pengertianya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan
spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang
memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari
kesalahpahaman. Oleh Karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan
makna dari judul tersebut.
1. Analisis

Menurut Komaruddin

Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda

komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu

keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam Pengertian analisis adalah

memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis
merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan

suatu permaslaahan dari unit menjadi unit terkecil.®

2. Hukum hukum adalah sebagai suatu norma yang didalamnya ada sanksi.
Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agarmasyarakat
mendapatkan  keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastianhukum,
kesejahteraan dan ketenteraman.Hukum dapat tertulis atau tidaktertulis,
hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang adadalam
masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukumprivat.Karena

hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harusditegakkan oleh

*® Yuni Septian, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab
Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode SEVQUAL, (Universitas Muhammadiyah Riau,)
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penegak hukum yang berkualitas, memegang teguhmoralitas dan menjalankan

dengan etis.?’

3. Ekonomi
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalammemenuhi
kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan
mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung
usaha yang dilakukannya kegiatan ekonomi, dengan maksud agar
memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.?®

4. Syariah
Syariah merupakan kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan
dengan kepercayaan (iman dan ibadah) dan hubungan kemasyarakat
(muamalat) yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan
(keseharian) guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”

5. Pemberian
Pemberian adalah sebuah senonim karena artinya memiliki ejaan dan
pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.Pemberian memiliki arti dalam
kelas nomina atau kata benda sehingga pemberian dapat menyatakan nama
dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

6. Upah
Upahdalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau

diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas

%7 Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, Hakim
TinggiPengadilan Tinggi Kendari, 2015, h. 388

?® Hendra Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi, Cet, Ke-1, Palopo, Lembaga Penerbit
KampuslAIN Palopo, 2018, h. 9

2> Muhammad Kholidul Adib, RekonstruksiSyariat:Pemikiran Muhammad Said Al Asymawi,
Jurnal at-Tagaddum, 2011, h. 145
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jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap
pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya.*

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian
kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja

adalah untuk memperoleh upah.®

Pekerja
Pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian
tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan.
Penanam

Penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses,
cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Penanaman adalah
kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman
untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan.
Padi

Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang
memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia.Yaitu beras
sebagai makanan pokok sangat sulit digantikan oleh bahan pokok
lainnya.Diantaranya jagung, umbi-umbian, sagu dan sumber karbohidrat
lainnya. Sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama masyarakat
dalam  memenuhi  kebutuhan asupan  karbohidrat yang dapat
mengenyangkanerupakan sumber karbohidrat utama yang mudah diubah

menjadi

%% Nur Aksin, Upah Dan Tenaga Kerja, Universitas PGRI Semarang, 2018, h. 72,
*! Najmi Ismail, Hukum Dan Penomena Ketenagakerjaan, Universitas Padjadjaran, 2018, h.
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energi.Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi kurang lebih 90% dari

keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehar i-hari.*?

D. Kerangka Pikir

Kerangka piker adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek
permasalahan kita yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian
yang relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan
hipotesis. Adapun penjelasan mengenai bagan di bawah adalah mengenai penelitian
tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja
Penanam Padi yang bagiannya terdiri atas sistem pembayaran uapah, kemudian ada
pekerja/buruh, dasar penetapan upah, rukun dan syarat upah, prinsip pengupahan,
pengertian hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, prinsip hukum
ekonomi syariah kemudian di analisis dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan yang
menjadi objek penelitian ini adalah Analisis Terhadap Pemberian Upah Kepada
Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali
Mandar. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat

kerangka pikir sebagai berikut.

%2 Candra. V .Dounggulo, Pertumbuhan Dan Hasil Tanam Padi (Oryza savita L) Pada
Berbagai Pola Jajar Legowo Dan Jarak Tanam, Universitas Tadulako, Palub, 2017, h. 27
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METEODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman

penulis karya ilmiah yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku

metodologi lainnya.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian kualitatif.Dengan

merujuk pada permasalahan yang dibahas, pada penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang
benarbenar terjadi berdasarkan dari masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai
penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan metode pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan
kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.Landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang di lapangan.™

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Kabupaten Polewali Mandar terletak di sebelah timur pusat pemerintahan Kabupaten
Polewali Mandar, desa ini memiliki luas wilayah, 48.450 Hektar. Berdasarkan data
monografi desa, tahun 2022. Total penduduk Desa Batetangnga sebanyak 6.057 jiwa.
Mereka semua hidup damai dan rukun satu sama lain dalam bingkai kekeluargaan.

Potensi alam pun, terbentang luas didalamnya.Dan merupakan salah satu lokasi yang

36

3 Surya Dharma, Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan, Cet,” Ke-1 , Jakarta,
Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, 2008, h. 4
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masyarakatnya berkerja sebagai penanam padi. Waktu penelitian dalam hal ini,
peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu + (kurang lebih) 1 bulan lamanya
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengkaji bagaimana

sistem upah kepada pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga serta
mekanisme apa yang digunakan di dalamnya apakah sudah sesuai dengan syariat
Islam.

D. Jenis dan Sumber Data
Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun

berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya

guna keperluan penelitian tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif
dimana data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa tindakan atau ucapan dari subjek yang diamati. Kemudian data tersebut

diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan
data sekunder.
1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan
dengan cara pengambilan data langsung dari pihak-pihak yang terkait, yang

mengalami kejadian tersebut dengan memberikan pertanyaan yang berbentuk lisan.



37

Yang menjadi data primer dalam permasalahan ini yaitu kepada para pekerja

penanam padi.**

2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan
masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.dalam
penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal
serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder
adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media
perantara. Dalam hal ini :

a. Kepustakaan

b. Internet

E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti terlibat
langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data konkret yang berhubungan
dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data

dalam penyusunan ini adalah:

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, yaitu :
1. Observasi
Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan

diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat phenomena yang

** Totok Rudianto, Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan dan Keterampilan Auditor Terhadap
Kualitas Audit, Politeknik Aceh, 2020, h. 13
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muncul, dan mempertimbangjkan hubungan antaraspek dalam phenomena tersebut.

Kemudian dilakukan pencatatan..*®

2. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan wawancara
peneliti dapat memperoleh banyak data yang beragam dan sebanyak mungkin dan
sejelas mungkin bagi penelitiannya. Dengan adanya teknik ini data dikumpulkan
dengan cara wawancara langsung dari sumber data lapangan dan juga langsung dari
sumber internet. penyusun mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terarah
kepada para pekerja penanam padi.®

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan
catatancatatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan
diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk
mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Sehingga peneliti
mendapatkan foto atau gambar para pekerja penanam padi.*’

F. Uji Keabsahan Data
Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai

penelitian perlu dilakukan uji keabsahan data.Adapun uji keabsahan data yang dapat
dilaksanakan antara lain yaitu : uji Credibility,Credibility (kredibitas) atau uji
kepercayaan terhadap data hasil penelitian disajikan oleh peneliti agar hasil peneltian

yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan, uji

** Hadari Nawawi, Metode Penelitian bidang sosial, Cet,” Ke-7, Yogyakarta, Gadjah mada
Universitas press, 1995, h. 111

*® Imam gunakan, Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik, Cet, ““ Ke-4, Jakarta, PT
Bumi Aksara, 2016, h. 143

3’ Basrowi, Suwandi, Memahami penelitian kualitatif, Cet,” Ke-1, Jakarta, PT RINEKA
CIPTA, 2008, h. 158
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transferability, dimana ini menentukan seberapa rinci, jelas dan sistematis laporan
penelitian yang dapat dipahami oleh pembaca lain, uji dependability, menguji atau
pengujian keandalan peneliti yang independen kepada orang lain dinilai dari
kepercayaan dan kejujuran dalam proses penelitian, dan uji comfirmability, penelitian
dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang
dan telah dilakukan analisis apakah penelitian telah disepakati banyak orang atau

tidak.*®

G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses penyusunan transkrip serta material lain yang

telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman
terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas
tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.Analisis data nantinya
akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran tersebut
pada suatu peristiwva atau data yang terindikasi sama dengan fenomena yang

bersangkutan.

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna
memudahkan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai
internet dan buku. Metode-metode tersebut meliputi:
1. Metode Reduksi data
Reduksi Data merupakan suatu bentuk bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

** Sumasno Hadi, Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi,
Universitas Lambung Mangkurat, 2016, h. 74

* Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2017, h. 13
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diversifikasi. Reduksi data berlangsung sampai sesudah penelitian lapangan sampai
laporan akhir lengkap.

2. Metode penyajian data

Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan

memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya
diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan Atau Verifikasi
Penarikan kesimpulan Atau Verifikasi merupakan Penarikan kesimpulan hanyalah
sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.Kesimpulankesimpulan juga
verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan
proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan
penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulangulang terhadap
data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah

dirumuskan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa
Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari adanya bantuan dari
manusia lainnya, demikian juga untuk masalah pengupahan kepada pekerja penanam
padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian
masyarakat di Desa Batetangnga ini berpropesi sebagai petani dan memiliki lahan
pertanian dan orang yang bekerja sebagai penanam padi. Untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari mereka bekerja dan berupaya membanting tulang dengan bekerja sebagai
pekerja penanam padi di sawah orang lain demi mendapatkan upah untuk memenuhi

kebutuhan keluarnganya.

Ini bukti wawancara dengan Bapak Sumaila Damang selaku Kepala Desa

Batetangnga yang menjadi narasumber peneliti dimana beliau menyatakan bahwa:

“ Luas lahan pertanian yang ada di Desa Batetangnga itu seluas 40,72 hektar, dan
sistem pertanian tanam padi di Desa Batetangnga itu sebelumnya harus
bermusyawarah dulu dan yang kedua yaitu masalah bibit itu ditentukan oleh petugas
penyuluh pertanian bahwa bibit inilah yang harus di pakai, jadi boleh saja tiap tahun
bibit itu bisa di ganti-ganti sesuai yang telah disepakati pada saat musyawarah itu
berlansung, untuk sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi itu ditentukan
olen kelompok penanam mengenai berapa jumlah gaji dalam satu hektar dan
ditentukan dari berapa luas lahan yang telah ditanami, dan apabila terdapat
perselisinan antara pekerja penama padi mengenai upah yang diberikan itu harus
mediasi melalui pemerintah melapor dan pemerintah yang melakukan mediasi supaya
diselesaikan secara kekeluargaan, dan untuk catatan mengenai pemberian upah itu
harus mempunyai catatan yang telah ditentukan setiap kelompok pekerja, dan upah
yang diberikan itu juga dipegaruhi oleh medan yang ditempuh atau kondisi lahan
sawah yang ditanami dan sangat jelas bahwa adanya tanam padi yang dilakukan di sa
Batetangnga ini sangat membantu prekonomian yang ada di Desa™"

Dari jawaban pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber diatas, menjelaskan

bahwa jumlah keseluruhan lahan pertanian yang ada di Desa Batetangnga itu seluas

% Hasil Wawancara Sumaila Damang, Selaku Kepala Desa Batetangnga, Tanggal 19 Juli
2022.
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40,72 hektar yang siap ditanami, dan apabila masyarakat yang ada di Desa
Batetangnga pada saat memasuki musim tanam padi maka sebelumnya para petani
melakukan musyawarah antar sesama petani dengan penyuluh pertanian dan juga
menentukan jenis bibit yang akan digunakan oleh semua petani, dan untuk sistem
pemberian upah yang akan diberikan kepada pekerja itu ditentukan oleh setiap
kelompok pekerja karena sebelum pengerjaan maka sebelumnya harus ada
kesepakatan antara para pekerja, jika terjadi perselisinan antara pekerja maka masalah
tersebut akan diselesaikan oleh pemerintah setempat melalui jalur mediasi yaitu
dengan sistem kekeluargaan dengan mencari jalan keluar mengenai masalah tersebut
tanpa harus merugikan kedua bela pihak, dan setiap kelompok mempunyai catatan
yang akan digunakan selama pengerjaan atau selama proses tanam padi itu, mencatat
setiap anggota yang aktif dalam pengerjaan dan juga mencatat pekerja yang lambat
dalam pengerjaan, dan sistem tanam padi yang telah dilakukan sudah sesuai dengan
hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi standar yaitu dengan tidak menindas
pihak manapun itu, dan adanya pekerjaan ini yaitu para pekerja penanam padi
mendapatkan pemasukan lagi untuk memenuhi kebutuhan harian para pekerja, jadi
sangat jelas bahwa adanya sistem tanam padi ini sangat membantu prekonomian
masyarakat yang ada di Desa Batetangnga ini.

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Bapak Munir selaku kepala kelompok

pekerja penanam padi, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya telah melaukan pekerjaan sebagai penanam padi itu sudah lama sekali dari
tahun 2010 dan sampai sekarang dan alasan saya memilih pekerjaan ini karena sudah
tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan maka saya memilih melakukan pekerjaan ini,
dan saya juga ditunjuk sebagai kepala kelompok untuk kelompok saya, dan selama ini
ada beberapa pekerja yang merasa tidak puas dengan gaji yang diberikan tetapi pada
saat pekerja yang merasa komplen itu menghadap ke saya maka saya lansung
menunjukkan bukti catatan yang selama ini tercatat selama pengerjaan, karena ada
sebagian pekerja lambat datang dilokasi tapi pada saat pengerjaannya itu sangat cepat
tetapi ada juga pekerja yang cepat datang dilokasi atau tepat waktu tetapi
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pengerjaanya itu setara dengan pekerja yang lambat datang dilokasi maka dari itu gaji
yang diberikan kepada setiap pekerja itu tetap sama walaupun terdapat perbedaan pas
datangnya pekerja dengan pada saat proses penanaman itu sedang berlansung, juga
pekerja yang ada di kelompok saya itu berjumlah 7 orang termasuk saya, dan upah
yang saya berikan kepada pekerja itu saya berikan sesuai isi yang ada di catatan, dan
upah yang saya berikan kepada pekerja itu pada saat musim tanam padi telah
selesai”.

Dari jawaban pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber diatas yaitu kepala
kelompok penanam padi, menjelaskan bahwa bapak munir sudah lama berprofesi
sebagai penanam padi dan sekaligus juga telah diangkat sebagai ketua kelompok
untuk memandu pekerja yang ada di kelompoknya dan beliau juga menjelaskan bahwa
alasan memilih pekerjaan sebagai penanam padi karena sudah tidak ada lagi pekerjaan
yang bisa dilakukan dan melihat ada petani yang membutuhkan tenaga kerja untuk
ditanami sawahnya, maka bapak munir membuat satu kelompok yang berisikan 7
orang yang sama-sama mencari pekerjaan dan selama berprofesi sebagai petani dan
juga sekaligus sebagai ketua kelompok ada sebagian pekerja yang kompeln dengan
upah yang diberikan tetapi pada saat pekerja itu komplen maka bapak munir
menyodorkan bukti catatan yang berisi catatan mengenai para pekerja selama
pengerjaan berlansung dan dalam catatan itu menjelaskan bahwa mengapa bapak
munir memberikan upah yang sama itu dikarenakan pekerja yang lambat datang
dilokasi itu pada saan pengerjaannya itu lebih cepat dalam pengerjaanya dengan
pekerja yang cepat atau tapat waktu datang dilokasi dan begitu pula dengan pekerja
yang tepat wwaktu datang dilokasi itu pengerjaanya luamayan lambat dan setara
pengerjaanya setara dengan perka yang lambat datang dilokasi, tetapi ada sebagian

pekerja yang dimana upahnya dibedakan dengan pekerja lain yaitu pekerja yang perna

meminta cutih padahal masi ada sawah yang perluh ditanami namun pekerja memlih

* Hasil Wawancara Munir, Selaku Kepala Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 19 Juli
2022.
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libur maka dari itu upah yang diberikan itu tidak sama dengan pekerja yang lain
karena melihat pekerja tidak masuk kerja dan gaji atau upahnya itu lebih rendah
dibanding dengan pekerja yang lainnya, dan upah yang akan diberikan itu hanya akan

diberikan pada saat musim tanam padi telah selesai yaitu mereka dibayar permusim.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Muhammad Talib selaku pekerja penanam
padi yang beradah dikelompok Bapak Munir juga menjelaskan bahwa:

“Alasan saya melakukan pekerjaan ini karena saya melihat ada lowongan untuk saya
dan membutuhkan tenaga saya untuk tanam padi dan saya juga membutuhkan uang
untuk istri saya, anak saya dan juga untuk orang tua saya, saya suduah melakukan
pekerjaan sebagai tanam padi itu sejak tahun 2013 mengikut di bapak munir yang
sudah ditunjuk untuk jadi ketua kelompok untuk kelompok saya, ada kadang kendala
yang saya alami selama bekerja sebagai tanam padi, contohnya saja kalau saya sakit
maka saya tidak bisa ikut kerja dengan kelompok saya dan gaji saya juga akan
dipotong dan tidak sama dengan gaji yang diberikan pada pekerja lainnya. Selama ini
saya pernah protes dengan gaji yang diberikan kepada saya karena gaji yang diberikan
kepada saya itu berbedah tapi ketua kelompok saya menjelaskan dan melihatkan bukti
catatan selama saya bekerja jadi saya terima gaji yang diberikan kepada saya, adapun
gaji yang diberikan kepada saya itu beragam selama saya bekerja sebagai penanam
padi dan gaji yang diberikan kepada saya itu sudah sesuai dengan catatan yang ada di
kepala kelompok saya dan gaji itu diberikan kepada saya pada saat musim tanam padi
yang ada di Desa Batetangnga telah selesai”.*?

Dari jawaban pertanyaan yang telah dijawab oleh pekerja penanam padi, narasumber
menjelaskan bahwa sudah lama pekerja melakukan pekerjaan sebagai penanam padi
yaitu sejak tahun 2013 dan sampai sekarang dan alasan pekerja melukan pekerjaan itu
karena dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang dimana harus membiayai
orang tua, istri dan anaknya di rumah walaupun tidak secara keseluruhan mencukupi
kebutuhannya setidaknya mareka tidak kelaparan yang terpenting yang dijelaskan oleh
narasumber diatas, dan selama bekerja sebagai penanam padi sering megalami
kendala yaitu ketika pekerja jatuh sakit dan tidak bisa bergabung dengan pekerja yang

lainnya dan uapahnya itu akan dipotong oleh ketua kelompok dan juga sekaligus akan

** Hasil Wawancara Muhammad Talib, Selaku Anggota Kelompok Pekerja penanam padi,
Tanggal 19 Juli 2022.
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mencatat bahwa pekerja tidak masuk kerja dan otomattis uapah yang diberikan itu
berkurang dibanding dengan pekerja lainnya dikarenakan sempat tidak masuk kerja
dan pekerja juga sepakat dengan upah yang diberikan walaupun pada awalnya marasa
keberatan tatapi melihat catatan yang dipegang ole katua pekerja yang berisikan
catatan selama musim tanam padi dan pekerja juga mempunyai cuti maka upahnya itu
yang diberikan tidak sama kecuali pekerja yang lambat datang dilokasi namun
pengerjaanya itu cepat dan setara dengan pekerja yang tepat waktu datang dilokasi
dan juga pekerja yang tepat waktu datang dilokasi namun pengerjaanya itu lumayan
lambat tatapi sama dengan luas lahan yang ditanami oleh pekerja yang lambat datang
dilokasi, maka upahnya yang diberikan itu sama karena malihat pekerjaanya itu
marata, walaupun kadang ada pekerja yang marasa keberatan dengan dengan upah
yang diberikan itu merata tapi dengan adanya catatan maka perja tidiak akan dibeda-

bedakan pada saat pemberian upah.

Hal berikut juga dijelaskan oleh Bapak Abu selaku pekerja yang juga bergabung
dengan kelompok Bapak Munir, narasumber menjelaskan bahwa:

“Saya sudah pekerjaan sebagai penanam padi sudah sejak tahun 2012 sampai
sekarang, saya melakukan pekerjaan sebagai tanam padi karena sudah tidak pekerjaan
yang lain dan juga saya butuh uang untuk keluarga saya untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi keluarga saya, dan selama saya bekerja sebagai penanam padi saya kendala
yang saya alami itu ketika ada acara keluarga yang harus di ikuti sehingga saya harus
ambil cuti dan gaji saya akan di potong karena tidak masuk kerja, dan saya sepakat
dengan gaji yang diberikan kepada saya selama ini karena gaji saya sesuai dengan
buku catatan yang di kepala kelompok yaitu Bapak Munir, dan gaji saya itu kadang
saya terima berbeda-beda setiap musim tanam padi dan diberikan kepada saya ketika
musim tanam padi selesai”™®

Dari jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai anggota kelompok dari

Bapak Munir, menjelaskan bahwa:

** Hasil Wawancara Abu, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 19 Juli
2022.
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Pekerja telah melakukan pekerjaan sebagai penanam padi sudah sejak tahun 2012
sampai sekarang, dan juga pekerja melakukan pekerjaan itu karena sudah tidak kada
pekerjaan yang lain sedangkan keluarga pekerja membutuhkan uang untuk memenuhi
kebutuhan harian mareka walaupun kadang tidak mencukupi dimana penulis melihat
cukup banyak anggota keluarga yang harus di biayai, dan selama bekerja sebagai
penanam padi pekerja juga kadang mengalami kendala untuk ikut bergabung pada saat
penanaman dikarenakan kadang ada acara keluarga yang harus pekerja hadiri sehingga
upah yang akan diterima juga akan berrkurang melihat ada buku catatan yang di
pegang oleh kepala kelompok yaitu Bapak Munir itu sendiri selaku kepala kelompok
yang dimana di dalamnya terdapat Bapak Abu sebagai anggota kelompok, dan juga
selama ini pekerja tidak perna merasa keberatan dengan upah yang diberikan karena
sudah sesuai dengan yang ada di buku catatan yang di pegang oleh kepala kelompok
dan upahnya juga itu akan berkurang melihat ada cuti yang pernah dilakukan oleh
pekerja, dan selama pekerja sebagai penanam padi upah yang diterima itu beragam
jumlahnya setiap musimnya karena upah itu akan diserahkan kepada pekerja ketika
musim tanam padi telah selesai.

Pekerja penanam padi menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam
sektor pertanian yang ada di Desa Batetangnga. Mengingat kontribusi yang diberikan
cukup besar dalam menentukan keberhasilan dalam sektor pertanian, namun pada
keberhasilan sektor pertanian tidak mengikut untuk para pekerja dimana upah mereka
hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok dari petani saja dan tidak seutuhnya
meningkatkan kesejahteraan prokenomian tapi hanya mampu untuk biaya makan dan
sebagainnya, tetapi dengan adanya pekerjaan sebagai penanam padi ini juga sangat
membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian petani. Modernisasi

memang telah menyentuh semua kegiatan masyarakat termasuk juga pada sektor
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pertanian, dimulai dari sitem pertanian yang dijalankan secara turuntemurun sampai
dengan sistem pengupahan pekerja penanam padi.**

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Bapak Alle juga merupakan selaku
kepala kelompok pekerja penanam padi yang ada di Desa Batentangnga, beliau
menjelaskan bahwa:

“Saya bekerja sebagai penanam padi sudah sejak lama, itu saya mulai pada tahun
2012 sampai sekarang saya lakukan dan juga saya tunjuk sebagai ketua kelompok
dengan anggota berjumlah 5 orang dan alasan saya memilih pekerjaan ini karena saya
sendiri seorang petani jadi saya paham dan tauh bagaimana cara menanam padi dan
juga menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, dan selama
saya ditunjuk sebagai kepala kelompok selama ini belum perna ada pekerja yang
merasa keberatan dengan upah yang diberikan karena ada catatan yang saya catat
selama bekerja dan memantau para pekerja dan upah yang saya berikan selama ini
belum pernah di protes oleh kepada masing-masing pekerja dan jumlah upah yang
berikan itu berbeda-beda setiap pekerja sesuai dengan catatan yang ada di buku
catatan dan upah itu akan diberikan ketika musim tanam padi telah selesai”.** Dari
jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai ketua kelompok, menjelaskan
bahwa:

Narasumber telah melakukan profesi sebagai penanam padi itu sudah sejak 2012
sampai saat ini dan jumlah anggota yang di dalam kelompok narasumber itu
berjumlah 5 orang dan alasan narasumber memelih sebagai pekerja penanam padi
karena dia sendiri adalah petani yang mempunyai lahan pertanian dan paham betul
bagaimana cara menanam padi dan juga dengan bekerja sebagai penanam padi juga
menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan selama
menjadi sebagai ketua kelompok ini belum ada pekerja yang merasa keberatan dengan
jumlah upah yang diberikan karena adanya buku catatan yang dimana berisikan

kegiatan selama bekerja dan upah yang diberikan kepala pekerja itu berbeda-beda

** Dwi Wahyuni, Analisis Sistem Pengupahan Pada Pertanian Pad (Studi Kasus Pada Petani
Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bilitar), (Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI
Jombang jIn. Pattimura gg 3, jombang , jawa timur, 2016), h. 105.

* Hasil Wawancara Alle, Selaku Kepala Kelompok pekerja penanam padi, Tanggal 20 Juli

2022.
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sesuai dengan catatan itu dan upah yang diberikan ketika musim tanam padi telah
selesai.
Berdasarkan pernyataan dari Bapak Bahrum selaku pekerja penanam padi

yang beradah dikelompok Bapak Alle juga menjelaskan bahwa:

“Alasan saya bekerja sebagai penanam padi karena saya melihat banyak sawah yang
perlu ditanami sehingga saya menawarkan diri kepada kepala kelompok yaitu Bapak
Alle untuk ikut menanam padi dan juga saya bisa mendapatkan upah untuk memenuhi
kebutuhan saya, dan saya keberja sebagai penanam padi itu sejak tahun 2017, dan
saya tidak perna merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan kepada saya
karena sudah sesuai dengan buku catatan yang ada di kepala kelompok, dan upah saya
terima itu ketika musim tanam padi telah habis”.*

Dari jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai anggota kelompok dari
Bapak Alle, menjelaskan bahwa:

Narasumber menjelaskan bahwa alasan narasumber memilih pekerjaan sebagai
penanam padi karena melihat banyak lahan pertanian yang perlu ditanami sehingga
Bapak Bahrum menawarkan diri untuk bergabung dengan kelompok penanam dari
Bapak Alle dan narasumber sudah melakukan profesi sebagai penanam padi itu sejak
tahuun 2017, dan selama bekerja sebagai penanam padi narasumber tidak perna
merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan oleh kepala pekerja, dan uapah
yang akan diterima ketika musim tanam padi sudah selesai.

Hal berikut juga dijelaskan oleh Bapak Nasrullah selaku pekerja yang juga bergabung

dengan kelompok Bapak Alle, narasumber menjelaskan bahwa:

“Saya mulai bekerja sebagai penanam padi itu sejak tahun 2016 dan alasan saya
bekerja sebagai penanam padi karena saya membutuhkan uang untuk memenuhi
kebutuhan harian saya dan orang tua saya, dan kebetulan juga saya mempunyai
keahlian dalam menanam padi, dan selama ini upah yang diberikan kepada saya,
sayya tidak pernah merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan karena

*® Hasil Wawancara Bahrum, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 20
Juli 2022.
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upahnya itu sudah di sesuaikan dengan catatan harian saya selama bekerja, jadi saya
tidak keberatan dengan upah yang diberikan kepada saya”.*’

Dari jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai anggota kelompok,
menjelaskan bahwa:

Bahwa selama dia bekerja sebagai penanam padi narasumber belum perna merasa
keberatan dengan upah yang diberikan kepadanya, dan alasan dia bekerja sebagai
penanam padi karena narasumber membutuhkan uang untuk memenuh kebutuhan
harian dan narasumber telah melakukan pekerjaan itu sejak tahun 2016 sampai
sekarang dan dengan adanya pekerjaan ini maka kebutuhan narasumber dan keluarga
bisa terbantu.

Sektor pertanian menjadi suatu hal yang sangat penting yang ada dalam suatu negara
mengenai sebuah bidang ekonomi bagi para masyarakat Indonesia yang khususnya
pada yang telah tinggal di daerah pedesaan khususnya Desa Batetangnga. Pada
keberadaan yang terjadi dalam sebuah arus bidang industri yang telah mampu
menimbulkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang mulai terlupakan, seperti
adanya jumlah pedesaan yang belum mampu untuk tersentu dengan suatu
modernisasi. Hal ini dinilai tidak dapat berlaku di daerah pedesaan, karena masih
menggunakan sistem pertanian yang tradisional yaitu dimana penanaman padi
menggunakan tenaga manual yaitu dengan mepekerjakan para pekerja penanam padi
yang ada di Desa Batetangnga ini.

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah orang yang tradisional, apalagi sebagian
secara besar telah bekerja sebagai seorang petani. Sesuai dengan UU No. 19 Tahun
2013 menyebutkan bahwa: “Petani adalah warga negara Indonesia yang secara
perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melaksanakan usaha tani pada bidang

tanaman pangan, berkebun, dan atau peternakan”. Dan dalam hal ini mengingat bahwa

* Hasil Wawancara Nasrullah, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 20
Juli 2022.
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pertanian Indonesia masi memakai sistem pengupahan yag manual dimana di hitung

sesuai dengan jumlah kerja.*®

B. Sistem Upah Kepada Pekerja Dalam Ekonomi Syariah
Dalam Ekonomi Syariah, upah merupakan bagian dari ijarah. Di dalam pelaksanannya

ada syarat dan ketentuan yang mengikat kedua kedua belah pihak, baik pemberi upah
dan yang menerimanya. Dalam hal besar kecilnya upah, islam mengakui terjadinya
perbedaan dikarenakan beberapa sebab seperti salah satunya dikarenakan jenis
pekerjaan dan perbedaaan kemampuan dalam pekerjaan. Dalam Ekonomi Syariah
disyaratkan agar upah yang diberikna pada saat transaksi ijarah itu harus sesuai dengan
dengan ekonomi syariah yaitu dengan menyebutkan besaran upah yang akan diterima
ketika melakukan pekerjaan itu, contohnya: ada sawah yang harus ditanami yaitu satu
petak dimana dalam satu petak ini berisikan 16 are dalam satu are itu di upahi 10ribu
rupiah yang ditanami 7 penamam yang harus diselesaikan bersama maka masing-
masing upah yang akan diterima pekerja itu sebanyak 22ribu setiap pekerja maka
upahnya sudah memenuhi prinsip dari ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan tanpa
menindas pihak manapun itu, itu adalah contoh kecil yang pernah dilakukan oleh
pekerja yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali

Mandar.*

Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan
rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. Secara
umum, ketentuan Al-Qur’an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah

QS.An-Nahl ayat 90.

*® Novita Sari, Pola Sistem Pengupahan Bawon Buruh Tani Pada Masa Musim Panen:
Tinjauan Analisis Kualitatif, (Universitas Negeri Surabaya, 2021), h. 270.

** Hendy Herijanto, Pengupahan Perpektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing,
(Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang JI. Islamic Raya Kelapa Dua
Tangerang-Banten, 2016).
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13 Ky sladmdl ce (ading o il 63 (Udels gleayls Jall A0l & &)
O30y andll (,s’@ e
Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah swt. melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran”.50

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dipahami
bahwa Allah swt memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil,
berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat
tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan
bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha
majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa
pemberi kerja dilarang Allah swt. untuk berbuat keji dan melakukan penindasan
(seperti menganiaya). Landasan hukum Islam lainnya yang dapat dijadikan sebagai
rujukan dalam penentuan upah adalah hadis Rasulullah saw, yang artinya :

Dari Abi Said al Khudri ra.sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Barang siapa
mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak

sanadnya terputus, dan al Baihagi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)

kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.

Hadits tersebut Rasulullah saw. telah memberikan petunjuk, supaya majikan
terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh
pekerjasebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran

upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja

*% Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h.277
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serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan

sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Membayar upah sebelum keringatnya kering Rasulullah saw. menganjurkan
majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan
pekerjaannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau
kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami

keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Dalam ekonomi syariah, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip
keadilan dan kecukupan. Prinsip ituma yang di jadikan patokan dalam hal ini yaitu
memegang teguh pada prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama terletak pada
prinsip keadilan yaitu pada kejelasan mengenai akad (transaksi) dan komitmen atas
dasar kerelaan melakukannya ( dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja
adalah akad yang terjadi antara pekerja penanam padi dengan pemilik sawah,
sehimgga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang
akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara
pembayaranya, dimana pembayarannya akan dilakukan ketika pekerjaan itu telah
selesai atau sawah yang ditananmi itu selesai ditanami oleh pekerja. Oleh karena itu,
dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang
seharusnya mereka terima sesuai dengan Kkerjanya. Begitu juga pekerja dilarang
memaksa pemilik sawah untuk membayar melebihi kemampuannya dalam
pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Konsep harga yang adil dalam upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib
diberikan kepada para pekerja sehingga mereka hidup secara layak ditengahtengah

masyarakat dan hal itu sudah terlasakna dalam pengupahan para pekerja penanam padi
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dimana mereka diberikan upah sesuai dengan kinerja mereka tanpa harus membeda-
bedakan para pekerja.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada
Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar

Dalam Islam, upah-mengupah termasuk dalam pembahasan figh mualamah
yakni ijarah. Menurut etimologi, ijarah adalah (menjual manfaat). Demikian pula
artinya menurut terminologi syara’.

Dalam hukum islam, upah harus diberikan kepada sesorang yang telah melakukan
pekerjaan untuk orang lain yang memperoleh keuntungan atas pekerjaan yang telah
dilakukan seseorang tersebut atau bisa disebut sebagai majikan, sesuai yang telah
disepakati bersama pada awal perjanjian mengenai upah. Seperti dalam hadist
Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu:

“Abu Sa’id Al-Khudri r.a. berkata : Rasulullah saw. Melarang penyewaan pekerja
hingga upahnya dijelaskan kepadanya”. (HR. Ahmad).

Jika dilihat dari hadist tersebut, di Desa Batetangnga mengenai sistem pengupahan
kepada pekerja penanam padi telah dilakukan sesuai dengan Sunnah Rasul, yang mana
di para pekerja telah melakukan perjanjian kerja dengan pemilik sawah terlebih
dahulu sebelum sama-sama sepakat untuk melakukan pekerjaan, dan didalam
perjanjian tersebut terdapat pemberitahuan upah yang akan diberikan ketika pekerjaan
itu telah selesai.

Sistem upah para pekerja penanam padi yang selama ini diterapakan oleh warga Desa
Batetangnga merupakan sistem upah yang sudah menjadi adat kebiasaan warga yang
ada disini, sistem upah ini sudah mereka gunakan dari beberapa puluh tahun yang lalu
sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Batetangnga setiap Kkali
melakukan penanaman padi. Dalam Islam kebiasaan dalam pemberian upah yang

dilakukan di Desa Batentangnga ini termasuk dalam ‘urf.Secara ertimologi ‘urf
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diartikan sebagai sesuatu yang baik, dan juga berarti penggulangan atau berulang-
ulang. Sedangkan menurut terminologi ‘urf yaitu apa yang dikenal manusia dan
berlaku kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam ushul figh
terdapat kaidah tentang ‘urf, yang artinya: “Adat kebiasaan dijadikan hukum”.

Jika syara’ telah menggariskan suatu tuntunan namun ternyata tidak dijelaskan
kepastian batasan dan standarnya maka dalam kodisi inilah “urf dapat
diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan nash yang berlaku. Dalam
penggunaan ‘urf terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. “Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya
dengan kata lain kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarkat tidak
dapat dikatakan‘urf.

2. ‘Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada
‘urf tersebut ditetapkan. Jika ‘urf telah berubah maka hukum tidak dapat
dibangun diatas “urf tersebut.

3. Tidak adanya kesepakatan untuk tidak memberlakukan “urf oleh pihak-pihak
yang terlibat didalamnya.

4. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum
Syariat

Adat mendapat tempat tersendiri sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat
tertentu, yaitu tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang
berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah baik Al-Qur*“an, Sunnah, dan dalil
lainnya. Oleh sebab itu dilihat dari segi keabsahan ‘urf terbagi menjadi dua bagian,
yaitu;

1. “Urf Shahi, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal dengan umat manusia
yang tidak bertentangan dengan dalil shara®. Dan ia tidak menghalalkan yang

haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya kebiasaan seorang
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lakilaki melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah,
bukan sebagai mahar.

2. ‘Urf Fasid, yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat yang senantiasa
bertentangan dengan ajaran syariat, seperti kebiasaan mengadakan sesajian
untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dianggap mulia.

Selain itu dilihat dari sisi cangkupannya ‘urf terbagi menjadi dua, yang diantaranya
sebagai berikut:

1. @m (umum) adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas
diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2. Khés (khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat daerah

tertentu.

Apabila dilihat dari segi objeknya ,urf terbagi menjadi dua diantaranya sebagai
berikut:

1. Urf al-Lafzhi (kebiasaan yang berbentuk ungkapan) adalah kebiasaan
masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu.

2. Urf al-Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan
masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Pada
dasarnya muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan
manfaat dan menghindari mudharat oleh sebab itu, segalabentuk kegiatan
muamalah yang merusak, menggangu, dan merugikan orang lain tidaklah
dibenarkan.*

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan

kegiatan muamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka yang

>! Kurniatri Ratih Aprilias, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah
Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai
Kabupaten Lahat), (Universita Islam Negeri Raden Fatah Falembamg, 2022), h. 37.
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bermuamalah. Namun syarat yang harus dipenuhi adalah tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan syara’ yang sudah ditetapkan, yaitu kegiatan muamalah tidak
bersifat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, serta tidak menimbulkan
kemudharatan.Islam juga telah mengatur segala bentuk kesepakatan kerja mulai dari
hak dan kewajiban antara seorang penanam dan pemilik sawah agar terdapat
keseimbangan antara keduanya. Begitupun dalam hal upah mengupah, Islam
memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah bagi buruh dengan cara
memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah yang penerapannya dapat dilakukan dengan
pemahaman Al-Qur’an dan Hadist yang kemudian diwujudkan dengan nilainilai yang
universal seperti prinsip kelayakan, keadilan, dan kebajikan.

Dalam Al-Qur’an pun besaran upah tidak disebutkan secara terperinci namun secara
tegas Allah swt. mewajibkan seseorang untuk memberikan upah terhadap tenaga
seseorang yang telah dipekerjakannya, upah yang diberikan haruslah jelas secara jenis,
bentuk dan ukuranya sehingga dalam upah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar
atau ketidakjelasan, serta upah pun harus diberikan sesegara mungkin dengan sebaik-
baiknya diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan sehingga tidak menimbulkan
kerugian antara salah satu pihak. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu akad
perjanjian adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan agar hak-hak kedua belah pihak
dapat terpenuhi dengan baik.

Islam juga mengakui mengenai adanya perbedaan diantara pekerja, karena adanya
perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan tetapi
dengan catatan harus mengikut pada catatan selama para pekerja melaukan

pekerjaannya sehingga para ketua kelompok tidak mengambil keputusan yang salah

>2 Siti Chudriyah Fitriani, Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Di Rocket Chicken
Jagasatru, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, h. 15.
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ketika memberikan upah kepada pekerja dan hal itu juga dapat menghindari dari
adanya pekerja yang merasa keberatan dengan upah yang diberikan.

Herijanto dan Hafiz, Mengatakan bahwa dalam beberapa hal, hukum Islam
mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkat pekerja, karena adanya perbedaan
kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil
material. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32.

b wituaida,d Z EtarE Q‘s c‘s‘“@ 4 0 I 55ais Y s
OREN ) D Al (e 80151050 G008 s @ a6 G 013 5 16 2008
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah swt. kepada
sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa
yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka
usahakan. Mohonlah kepada Allah swt. sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah
swt. Maha Mengetahui segala sesuatu.’®

Berdasarkan ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas
kemampuan atau profesionalisme. Allah swt. meminta agar kita mengalihkan
pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang
berada diluar kemampuan Kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan
kerja. Oleh karena itu, janganlah Kita berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja.
Pendekatan Al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat

ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.
Dalam Islam di kenal beberapa tingkatan upah, yaitu:

1. Tingkat upah minimum

>* Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 84
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Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat
lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi
dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan
perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala ganguan yang
dilakukan oleh majikannya. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan
dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup
kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan
lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak
2. Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya
tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja
yang handal dengan pekerja yang tidak handal mengakibatkan upah berbeda
tingkatnya.Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan
yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja,
dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang
tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan,
demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi
tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu,
tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampau batas tertinggi dalam
penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak- tidaknya upah dapat
memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan
pemerataan kesejahteraan.

Upah ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun.
Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya
peganiayaan atau ketidak adilan terhadap pihak lain. Oleh karena itu sesuai dengan

Firman Allah swt. Mengenai prinsip keadilan bahwasanya pemberi kerja harus



59

memberikan bagian upah yang seharusnya adil kepada para pekerja sesuai dengan
pekerjaan yang mereka lakukan, dan pada saat yang sama pemberi kerja juga telah
menyelamatkan kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kerja para
penanam padi.

Berdasarkan pada prinsip keadilan, ketua kelompok pekerja penanam padi yaitu
Bapak Munir dangan Bapak Alle sudah memberikan keadilan bagi anggota para
pekerjanya dengan memberikan upah sesuai dengan kemampuan para pekerja dengan
berpatokan pada buku catatan masing-masing kelompok yang berisikan catatan
selama para pekerja melakukan pekerjaanya. Dan dilihat dari terpenuhinya hak para
pekerja tentag pemberian upah sudah sesuai dengan perjanjian kerja dan buku catatan
yang telah disepakati. Dan diketahui para pekerja menganai sistem upah yang
diberikan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Pertama, para pekerja penanam padi dan pemilik sawah sebelumnya menerapkan
perjanjian kerja diawal, yang dimana isi dalam perjanjian kerja tersebut berisikan jenis
pekerjaan pekerjaan yang dilakukan yaitu menanami sawah dan upah akan diterima
oleh para pekerja.

Kedua, ketua kelompok penanam padi dalam memberikan upah sesuai dengan
kualitas para pekerja pada saat melakukan pekerjaan yang mana ini mengacu pada
setiap kemampuan atau profesionalitas para pekerja penanam padi.

Ketiga, berdasarkan prinsip keadilan yang telah diatur dalam islam yakni
mempertimbangkan dan memenuhi hak-hak dan kewajiban antara kedua bela pihak
yaitu pekerja dengan pemilik sawah. Penerapan upah kepada para pekerja penanam
padi yang ada di Desa Batetangnga telah menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan
aturan islam, dilihat dari terpenuhinya hak upah para pekerja sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati bersama.
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Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian upah kepada para
pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga dalam memberikan upah kepada
pekerja telah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, karena telah
melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja
diawal dan telah memberikan upah sesuai dengan profesionalitas masing-masing

pekerja



BAB V

PENUTUP
A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji data dan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap
pemberian upah kepada pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, penulis dapat menyimpulkan
bahwa :

1. Pelaksanaan sistem upah kepada pekerja penanam padi adalah pelaksanaan
sistem upah yang dibayar menggunakan uang tunai, upah yang diberikan oleh
pemilik sawah sebelumnya akan diserahkan kepada kepala kelompok untuk
kemudian disimpan dan akan diserahkan kepada pekerja ketika musim tanam
padi telah selesai. Dan sistem upah ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa
Batetangnga sejak beberapa puluh tahun yang lalu.

2. Sistem upah kepada pekerja penanam padi dalam ekonomi syariah, dimana
menurut Imam Syafi’i Menyewa barabg atau mengupah pekerja (ijarah)
dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang
digunakan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Jadi dalam sistem
pemberian upah yang berikan kepada pekerja penanam padi dalam ekonomi
syariah sudah sesuai dengan apa yang telah di jelaskan oleh Imam Syafi’i.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian upah kepada
pekerja penanam padi termasuk dalam ‘urf al- ‘amali, dimana sistem upah ini
dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di Desa
Batetangnga yang sedikit banyaknya sudah memberikan manfaat bagi petani

dan masyarakat yang ada di Desa Batetangnga. Sistem pemberian upah yang
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diberikan kepada pekerja penanam padi sudah sesuai dengan hukum Islam
karena syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi oleh pihak pemilik sawah dan
para pekerja dan tidak menyalahi hukum islam yang disepakati, maksudnya
bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pihak bukan perbuatan yang
melawan hukum islam yang dilakukan di Desa Batetangnga baik pekerja
maupun pemilik sawah yang dikemukakan oleh penulis.

B. Saran
Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan

beberapa penelitian dan pengamatan, penelitian ini kepada bebrapa pihak antara lain
yaitu:

1. Berdasarkan penelitian mengenai sistem pemberian upah kepada
pekerja penanam padi penulis masi menemukan hal-hal yang dimana
ada sebagian pekerja yang masi kurang sepakat dengan upah yang
diberikan, naka dari itu pekerja sebelumnya perlu tauh bahwa dalam
pemberian upah itu sudah sesuai dengan buku catatan yang berada
pada kepala pekerja sehingga pekerja itu tidak merasa diskriminasi
dengan upah yang diberikan padahal upah yang diberikan sudah
sesauai dengan kemampuan para pekerja.

2. Mengingat bahwa sistem pekerja penanam padi yang ada di Desa
Batetangnga sudah diberlakukan selama berpuluh-puluh tahun yang
lalu maka akan sulit bagi masyarakat yang setiap musimnya pasi ada
saja pekerja yang mersa keberatan dengan upah yang diberikan, maka
akan lebih baik jika catatan yang pegang oleh kepala kelompok

diperlihatkan kepada pekerja setiap ada sawah yang telah ditanami
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sehingga pada saat peemberian upah kepada pekerja pada saat musim
tanam padi telah selesai tidak ada lagi pekerja yang merasa keberatan

dengan upah yang diberikan karena sebelumnya hanya katua pekerja

yang mengetahui isi catatan itu.
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